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Abstract. This research focuses on the regulation of Amicus Curiae in criminal 

procedural law in Indonesia and the influence of Amicus Curiae on judges' decisions 

in criminal justice in Indonesia. This research method is normative juridical. The 

results of this research are that amricus curiae has not been regulated explicitly and 

clearly in the Indonesian Criminal Procedure Law. However, there are several 

regulations that serve as the basis for allowing the use of amricus curiae in Indonesian 

criminal procedural law, including the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law 

Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 14 of Constitutional Court 

Regulation Number 06/PMK/2005, and Article 180 paragraph (1) Law Number 8 of 

1981 concerning the Criminal Procedure Code. Amicus curiae influences judges' 

decisions in Indonesia as material for consideration. Although amicus curiae does not 

guarantee a lighter sentence for the defendant, its existence clearly has an influence 

and is considered by the judge as a factor in the decision-making process. 
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Abstrak. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Amicus Curiae dalam hukum acara 

pidana di Indonesia dan pengaruh Amicus Curiae terhadap putusan hakim dalam 

peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian 

ini amricus curiae belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana 

Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar 

diperbolehkannya penggunaan amricus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia 

diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Amicus curiae berpengaruh terhadap 

putusan hakim di Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Meskipun amicus curiae 

tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, keberadaannya jelas 

berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Kata Kunci: Amicus curiae, putusan hakim, peradilan pidana.  
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A. Pendahuluan 

Hakim memiliki peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang memiliki otoritas 

yang bebas dimana pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada saat hakim 

dihadapkan pada keadaan dimana tidak ada dasar hukum yang jelas, maka pada Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan : 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika ada suatu perkara yang tidak jelas hukumnya 

maka hakim berhak dan berkewajiban untuk membuat hukum baru yang seadil-adilnya melalui 

putusan. (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022) 

Keputusan hakim harus didasarkan pada kesimpulan logis dan objektif yang diperoleh 

melalui proses peradilan yang adil dan cukup. Namun, dalam kenyataannya, keputusan hakim 

sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak seharusnya, seperti pengaruh politik, faktor 

sosial, asumsi, ataupun interpretasi subjektif hukum. Beberapa faktor yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan hakim adalah faktor psikologis, seperti persepsi hakim terhadap kasus 

yang diputus dan preferensi pribadi, faktor sosial, seperti kepentingan masyarakat dan media, 

serta pandangan publik tentang masalah hukum tertentu, dan faktor institusional, seperti 

kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh pengadilan.  

Pada beberapa kasus, terdapat pihak atau organisasi yang tidak terkait secara langsung 

dalam kasus, namun memiliki kepentingan dalam isu hukum yang sedang dipersoalkan. Pihak 

atau organisasi ini dikenal dengan istilah Amicus Curiae. Dalam proses mengadili suatu perkara, 

Amicus Curiae secara harfiah diterjemahkan sebagai "teman pengadilan" dan memiliki peran 

sebagai pihak yang memberikan saran atau pendapat mengenai aspek atau argumen hukum 

tertentu dalam suatu kasus. Amicus Curiae dapat memberikan pandangan objektif dan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam proses mengadili suatu perkara, 

faktor-faktor yang berada di luar pengadilan termasuk kelompok-kelompok penekan (pressure 

groups) misalnya Pers, LSM dan lainnya, dapat ditempatkan dalam kedudukan sebagai sahabat 

pengadilan (Amicus Curiae). 

Beberapa dasar hukum penunjang dapat diterimanya Amicus Curiae di Indonesia ada 

pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menyatakan:“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian diterimanya Amicus 

Curiae dalam sistem peradilan di Indonesia dapat didorong juga pada pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini juga yang menjadikan 

alasan bagi para hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Pada Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang Pasal 14 ayat (4)  

Salah satu contoh kasus yang pernah menggunakan Amicus Curiae ini adalah kasus 

yang dialami oleh Richard Eliezer (Bharada E) dimana awalnya Bharada E  dituntut oleh jaksa 

selama 12 tahun penjara, kemudian kejujuran Bharada E diapresiasi sehingga ia dilindungi 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama 

dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan (justice collaborator).perilaku 

jujur tersebut disebut para ahli sebagai sikap kepahlawanan yang di dalamnya terdapat unsur 

keberanian dan kesiapan serta kemauan menanggung risiko. Institute for Criminal Justice 

Reform (ICJR), Public Interest Lawyer Network (Pilnet), dan Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat (Elsam) mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke majelis hakim di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta agar terdakwa Bharada E mendapat 

hukuman yang paling ringan di antara semua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Ada 

lima butir alasan aliansi membela Bharada E seperti dikutip Antara. Di antaranya ialah Bharada 

E merupakan saksi pelaku atau justice collaborator yang rela menanggung risiko demi 

terungkapnya kebenaran dan terbongkarnya kasus kejahatan kemanusiaan di ruang pengadilan. 

Kemudian pada putusan akhir hakim, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan dimana itu 

merubah tuntutan jaksa yang awalnya adalah 12 tahun penjara dan terakhir divonis dengan 1 
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tahun 6 bulan. (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022) 

Masih terdapat sedikit penelitian yang memfokuskan pada pengaruh Amicus Curiae 

dalam mempengaruhi putusan hakim di sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, studi ini akan 

memfokuskan pada pengaruh Amicus Curiae dalam mempengaruhi putusan hakim di sistem 

peradilan pidana dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul “Pengaruh 

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut Sistem 

Peradilan Pidana” 

Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pengaturan Amicus Curiae dalam hukum acara pidana di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Amicus Curiae terhadap putusan hakim dalam peradilan pidana di 

Indonesia? 

B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum 

yuridis normatif. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode 

dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data 

penelitian ini berupa data data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

metode analisis deskriptif kualitatif. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengaturan Amicus Curiae dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia 

Amricus curiae pertama kali di Indonesia terjadi dalam kasus Peninjauan Kembali gugatan 

perdata mantan presiden HM Soeharto vs majalah Times pada tahun 2008.  Tak lama setelah 

kasus tersebut pada tahun 2009 pengadilan menerima permohonan Amicus curiae dalam perkara 

Upi Asmaranda seorang jurnalis yang dituduh melakukan penghinaan melalui berita yang ia 

tulis. Selanjutnya pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari lima universitas mengajukan amicus 

brief ke Mahkamah Agung dalam perkara PK atas putusan praperadilan kasus dua pimpinan 

KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Akhir-akhir ini amricus curiae juga 

digunakan untuk mengusut serta menangani perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan 

terdakwa Richard Eliezer. Hal ini menunjukkan amricus curiae kemudian sering digunakan 

dalam proses peradilan pidana di Indonesia. 

Amricus curiae erat sekali dengan proses persidangan. Namun hal yang perlu diingat 

amiscus curae tidak masuk kategori sebagai alat bukti dikarenakan kedudukanya dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur sebagai salah satu alat bukti. KUHAP 

melalui Pasal 184 ayat (1) hanya mengatur bahwa alat bukti di persidangan diantaranya 

keterangan saksi, keteranga ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan amricus 

curiae dalam pembuktian ini sebenarnya termasuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai 

apakah ada kecenderungan subjektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. 

Amicus curiae bukanlah saksi atau ahli sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1). 

Hal ini atas dasar definisi saksi atau ahli dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan 

bahwa saksi adalah individu yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung 

terhadap suatu perkara pidana selama tahapan peradilan. Sebaliknya, amicus curiae adalah 

individu atau kelompok yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu perkara dengan tujuan 

untuk menjelaskan isu-isu faktual, menguraikan masalah hukum yang relevan, dan mewakili 

berbagai kelompok yang terlibat. 

Amicus curiae dalam sistem hukum pidana Indonesia belum mempunyai aturan yang 

spesifik dan jelas tersebut. Meskipun demikian terdapat regulasi tertentu sebagai jalan yang 

memperbolehkan penggunaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Regulasi pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat 

dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara maupun melalui masukan dari 

pihak yang berada diluar perkara. Merujuk pada ketentuan tersebut hakim dapat mengundang 

ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa 

termasuk amricus curiae. Dengan adanya masukan baik dari pihak dalam perkara maupun pihak 

diluar perkara seperti amricus curiae diharapkan akan membantu hakim untuk memutuskan 

suatu putusan yang adil dan bijaksana. (Baldwin Orvalla & Eka Juarsa, 2023) 

Regulasi lain yang digunakan sebagai dasar amricus curiae dalam peradilan pidana di 

Indonesia yaitu Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 .Penerapan 

amricus curiae dalam peradilan pidana Indonesia secara tersirat juga dapat dilihat dari ketentuan 

Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal diperlukan untuk menjernihkan 

duduknya persoalan yang timbul di persidangan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan 

ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 

Belum diaturnya amicus curiae secara khusus dan spesifik dalam hukum pidana 

Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa konsep ini belum memiliki dasar hukum yang formal 

dan baku dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, 

amicus curiae tidak diakui sebagai alat bukti resmi melainkan lebih bersifat tambahan daripada 

esensial dalam proses peradilan. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem 

common law dengan menjadikan amicus curiae berperan lebih jelas dan diatur secara formal. 

Tradisi hukum di sistem common law menganggap amicus curiae penting untuk memastikan 

pengadilan mempertimbangkan berbagai perspektif dan argumen tambahan yang tidak disajikan 

oleh para pihak yang berperkara. Sebaliknya, sistem civil law termasuk Indonesia lebih fokus 

pada aturan yang telah ditetapkan secara ketat dan formal sehingga konsep amicus curiae belum 

mendapatkan pengaturan yang mendalam. dibandingkan dengan sistem civil law yang lebih 

terstruktur dan formal. 

 

Pengaruh Amicus Curiae Terhadap Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana di Indonesia 

Berbagai kasus pidana di Indonesia sejatinya telah menerapkan amicus curiae. Pada 

tahun 2009 beberapa pihak seperti LBH, Tempo, dan Komnas HAM memberikan masukan 

dalam kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan 

ELSAM, IMDLN, ICJR, YLBHI, dan PBHI turut serta dalam kasus Prita Mulyasari di 

Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tahun-tahun berikutnya berbagai lembaga seperti Edward 

O.S. Hiariej dan KontraS serta Komnas HAM terlibat dalam kasus-kasus yang mencakup isu-

isu hak asasi manusia dan keadilan termasuk pidana narkotika dan hak atas kehidupan. Kasus-

kasus lain yang terlibat termasuk tindak pidana korupsi, penodaan agama, dan kebebasan 

berpendapat, dengan amicus curiae dari berbagai organisasi seperti ICJR, ELSAM, dan LBH 

Jakarta. Melalui partisipasi amicus curiae dalam berbagai perkara ini, proses peradilan 

mendapatkan perspektif tambahan yang penting meskipun hasil dan pengaruh spesifiknya 

terhadap keputusan akhir bervariasi tergantung pada kasusnya. 

Putusan hakim yang mempertimbangkan amicus curiae dapat diamati dari beberapa 

putusan. Pertama yaitu Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN. Dalam kasus Meliana yang 

bermula pada saat ia menyamapikan protes terhadap suara azan yang berasal dari Masjid Al 

Maksun Tanjungbalai, Sumatera Utara. Protes Meiliana disamapaikan kepada salah seorang 

nazir masjid bernama Kasidik yang dianggap terlalu menggema. Lalu Kasidik menginfokan 

teguran tersebut kepada jamaan masjid setelah Shalat Maghrib. Meiliana dilaporkan ke polisi 

dan ditetapkan sebagai tersanga terhadap penistaan agama pada Maret 2017. Dalam kasus ini 

beberapa organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan 

pendapat amicus curiae dalam bentuk tulisan kepada Pengadilan Tinggi Medan. 

Putusan hakim yang juga mempertimbangkan amicus curiae terdapat pada Putusan 

Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Terdapat beberapa pihak diantaranya Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR), Ikatan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim 

Advokasi Alumni FHAJ, dan Aliansi Akademi Indonesia yang kemudian mengajukan masukan 

mengenai posisi terdakwa Richard Eliezer. Amicus curiae ini menilai bahwa kejujuran Richard 
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Eliezer sebagai saksi pelaku harus dipertimbangkan secara signifikan dalam putusan. ICJR 

sebagai lembaga independen di bidang hukum merekomendasikan agar terdakwa diberikan 

penghargaan dan perlindungan sebagai saksi pelaku serta hak-hak khusus yang sesuai dengan 

perannya. Amicus curiae juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan 

perlindungan dan penghargaan yang memadai untuk memastikan integritas dan keberanian 

terdakwa dalam memberikan keterangan. 

Majelis hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel 

mengenai amicus curiae menyatakan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan 

Amicus Curiae ( Sahabat Pengadilan ) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai 

pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum 

Universitas Trisaksi , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi 

Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan 

kunci keadiilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer 

mendapat penghargaan sebagaimana mestinya; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan 

berkaitan dengan permohonan Amicus Curiae ( Sahabat Pengadilan ) terhadap perkara 

Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan 

negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi 

yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang 

dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam 

perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menganggap amicus curiae sebagai kontribusi 

penting dalam proses peradilan yang memberikan perspektif tambahan mengenai kejujuran dan 

keberanian terdakwa Richard Eliezer. Hakim menyatakan bahwa permohonan amicus curiae 

yang diajukan oleh berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga independen dan aliansi akademis 

merupakan bentuk kecintaan terhadap penegakan hukum dan harapan masyarakat akan 

keadilan. Dengan mempertimbangkan masukan tersebut, hakim menegaskan komitmennya 

untuk memastikan bahwa kejujuran dan kontribusi positif terdakwa dihargai dalam putusan serta 

tidak merasa tertekan oleh permohonan yang diajukan, tetapi justru melihatnya sebagai 

dukungan untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan. 

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menjadi contoh hakim menjatuhkan vonis 

lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan salah satu hal yang dipertimbangkan ialah amricus 

curiae. Dalam perkara ini terdakwa Richard Eliezer mendapatkan vonis yang lebih ringan 

setelah hakim mempertimbangkan banyak hal termasuk amicus curiae. Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR) dan beberapa aliansi akademis yang menekankan kejujuran dan 

keberanian terdakwa sebagai saksi pelaku menjadikan hakim menganggap amicus curiae 

sebagai kontribusi penting. Meskipun tuntutan jaksa lebih berat, pertimbangan amicus curiae 

memberikan hakim perspektif tambahan mengenai kontribusi positif terdakwa yang 

berkontribusi pada keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis lebih ringan daripada tuntutan 

awal jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa amicus curiae dapat mempengaruhi keputusan hakim 

dengan memberikan informasi yang relevan. 

Pengaruh amicus curiae dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 

bagaimana hakim memanfaatkan masukan tersebut untuk memperkaya pertimbangan dalam 

putusan mereka. Meskipun amicus curiae tidak diatur secara formal dalam perundang-undangan 

pidana, kehadiran masukan dari berbagai pihak seperti lembaga independen, akademisi, dan 

organisasi non-pemerintah, memberikan perspektif tambahan yang penting dalam kasus-kasus 

yang kompleks. Contoh dari putusan-putusan seperti Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN, 

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, dan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN JKT 

UTR menunjukkan bahwa meskipun amicus curiae tidak diakui sebagai alat bukti resmi, 

kontribusinya dalam memberikan argumen dan data relevan dapat memengaruhi keputusan 

hakim. Hal ini tercermin dalam keputusan hakim yang mempertimbangkan rekomendasi dan 

masukan dari amicus curiae, memperkaya pemahaman tentang isu hukum dan sosial yang 
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relevan, serta membantu hakim dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya 

berdasarkan bukti dari pihak-pihak berperkara tetapi juga perspektif yang lebih luas. 

D. Kesimpulan 

Amricus curiae belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. 

Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar diperbolehkannya 

penggunaan amricus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya ketentuan Pasal 

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu dicatat bahwa 

aturan-aturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar bahwa Amicus curiae sudah diakui oleh 

lembaga peradilan pidana di Indonesia mengingat belum adanya pengaturan secara eksplisit dan 

jelas. Dampaknya penggunaan amricus curiae dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia masih 

bersifat informal. 

Amicus curiae berpengaruh terhadap putusan hakim di Indonesia sebagai bahan 

pertimbangan. Meskipun amicus curiae tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, 

keberadaannya jelas berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor 

dalam proses pengambilan keputusan sebagaiman terdapat pada Putusan Nomor 

784/PID/2018/PT MDN, Putusan Nomor 371/PID.B/2020/PN. JKT.UTR, dan Putusan Nomor 

798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Pengaruh positif dari adanya amicus curiae adalah hakim dapat 

menimbang kembali berbagai aspek dalam kasus tersebut sehingga putusan yang dihasilkan 

mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi terdakwa. 
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